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PENYELESAIAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN

KONTRAK
Subiyantoro
Abstract
Continuity of work, especially contract employees, is important because it involves
the certainty of life in the future. There are often problems related to contract
employee agreements related to the unilateral termination of the work contract by
the company. There is a tendency that the workers are often disadvantaged by the
unilateral termination of the work contract. There are three ways of resolution,
namely by deliberation to reach consensus, by mediation, and with a conciliator.
An extraordinary way to use the industrial relations court.

Key words: Work contract issue - Problem Identification - Solution

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip hubungan
industrial di Indonesia sebenarnya
sudah disepakati dan dirumuskan
oleh unsur-unsur serikat pekerja,
pengusaha, pemerintah, dan
lembaga-lembaga yang terkait
sejak munculnya konsep
hubungan industrial Pancasila
pada tahun 1974. Namun
demikian dari waktu ke waktu
selalu  muncul  permasalahan
antara pekerja dan pengusaha. Hal
ini menjadi permasalahan yang
menarik untuk dibahas dan
didiskusikan karena menyangkut
permasalahan hidup manusia dan
keluarga yang ada di dalamnya.

Karyawan dan perusahaan
adalah dua pihak dalam dunia
industri yang saling membutuhan.
Sebaiknya antara pekerja dan
pengusaha mendasarkan pada
asas saling menguntungkan dalam
sebuah hubungan kerja. Tidak
boleh hanya salah satu pihak saja
yang diuntungkan dalam
hubungan ketenagakerjaan ini.
Hubungan industrial ini sedapat
mungkin bisa berjalan sesuai
dengan  kesepakatan  antara
pekerja dan pengusaha/industri.
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Karyawan dalam satu
perusahaan sekurang-kurangnya
bisa dikelompokkan menjadi dua
yaitu  karyawan tetap dan
karyawan tidak tetap. Karyawan
tetap dipekerjakan untuk jangka
panjang dan sudah menggunakan
aturan kerja perusahaan yang
baku. Sementara itu, karyawan
kontrak bekerja dengan
berlandaskan surat perjanjian
kerja yang masa berlakunya
terbatas pada jangka waktu
tertentu.  Kejelasan isi kontrak
dan kesadaran saling menerima isi
perjanjian merupakan hal yang
sangat penting agar pada akhir
masa berakhirnya masa kontrak
tidak terjadi kesalahpahaman
sehingga terjadi konflik
ketenagakerjaan.

Sampai dengan saat ini
tidak ada data pasti berapa
karyawan dengan status kontrak
yang ada di Indonesia. Melihat di
lapangan tentu saja cukup banyak
pegawai dengan status pegawai
kontrak. Pegawai dengan status
kontrak mungkin akan lebih besar
jumlahnya setelah disahkannya
Undang-undang Cipta Kerja.
Semula Undang-Undang Nomor
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13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dalam pasal 59
sudah mengatur pekerja kontrak
hanya dapat diadakan untuk
paling lama dua tahun dan hanya
boleh diperpanjang satu Kkali
untuk jangka waktu paling lama
satu tahun. Namun dengan
disahkannya Undang-undang
Cipta Kerja, ketentuan mengenai
pegawai kontrak sudah tidak
diatur lagi yang bisa berakibat
pada pegawai Yyang berstatus
kontrak akan mengalami status
kontrak sampai tidak terbatas

waktu atau sampai mencapai
batas usia pensiun.
Banyak tenaga kerja

kontrak yang bekerja dengan
masa depan yang tidak jelas
karena tanpa disertai dengan
perjanjian kerja yang jelas antara
pekerja dan pemilik pekerjaan
(pengusaha).  Pekerja  digaji
dengan standar aturan yang tidak
jelas dan aturan kerja yang
cenderung menguntungkan
pengusaha  sehingga  posisi
pekerja menjadi lemah karena
aturan tertulis yang disepakati
hanya sebatas formalitas saja.
Dilihat dari kepentingan pekerja
kontrak, dunia ketenagakerjaan
belum menggembirakan karena
perlakuan-perlakuan yang kurang
adil yang diterimanya.
Undang-undang RI No.
13 tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan mengharuskan
pengusaha atau perusahaan wajib
membuat peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama
(PKB). Undang-undang ini
menegaskan bahwa perlu
kejelasan aturan perusahaan yang
menyeluruh mengenai hak dan
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kewajiban antara pengusaha dan
pekerja/buruh. Apabila belum ada
peraturan perusahaan perlu dibuat
perjanjian kerja bersama yang
perjanjian ini kedudukannya sama
dengan peraturan perusahaan
yang bersifat mengatur hak dan
kewajiban pekerja buruh dan
pengusaha.

Aturan pemerintah yang
mendorong hubungan yang serasi
antara  pekerja/ buruh dan
pengusaha  adalah  Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Perselisihan Hubungan
Industrial. Peraturan ini sampai
sekarang juga belum efektif
membela kepentingan
pekerja/buruh. Oleh Kkarena itu
pekerja/buruh  dan pengusaha
perlu memahami kedua aturan di
atas sehingga tercipta hubungan
industrial yang harmonis. Lebih-
lebih perkembangan situasi saat
ini dengan diberlakukan Undang-

undang Cipta Kerja di mana
pengusaha tidak lagi wajib
mengangkat pegawai dengan

status pegawai tetap sehingga
pegawai bisa berstatus pegawai
kontrak sampai masa kerja yang
tidak terbatas.

Makalah ini akan
membahas penyelesaian pekerja
kontrak dalam mendapatkan hak-
hak kepegawaiannya. Pekerja
kontrak cenderung dalam posisi
yang lemah karena bisa diputus
hubungan  kontraknya  ketika
pemilik pekerjaan sudah tidak
membutuhkan, bisa disebabkan
pekerjaan sudah selesai atau
disebabkan ketidakcocokan
antara kedua belah pihak. Tidak
peduli pekerja sudah beberja
sesuai dengan aturan kerja yang
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disepakati atau tidak.
Ketidakcocokan cenderung faktor
subjektif dari pengusaha yang
merasa tidak suka dengan
sikap/perilaku atau Kkinerja dari
pekerja kontrak itu. Permalasahan
ini penting untuk dibahas karena
banyak kasus ketenagakerjaan

pekerja kontrak yang
penyelesaiannya tidak
memuaskan pekerja/buruh,

bahkan buruh bisa dirugikan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Karyawan
Kontrak
Tidak semua

pengusaha mampu  untuk
mengangkat pekerja dengan
status pegawai tetap karena
tanggung  jawab  jangka
panjang yang tidak ringan.
Oleh karena itu, banyak
pengusaha  mempekerjakan
tenaga kerja kontrak dengan
mendasarkan pada perjanjian
kerja yang berlaku untuk
jangka waktu tertentu. Tentu
saja cara ini sebenarnya
merugikan  pihak  pekerja

karena sewaktu-waktu
kontraknya tidak
diperpanjang lagi  karena
alasan tertentu atau
disebabkan ikatan kerjanya
telah selesai.

Menurut  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang
dimaksud dengan kontrak
adalah  perjanjian ___ antara
pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi Kerja
yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para
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pihak. Dengan demikian,
pegawai  kontrak  adalah
pegawai yang didasarkan
pada perjanjian kerja antara
pekerja dan pengusaha secara
lisan dan/atau tulisan, baik
untuk waktu tertentu maupun
untuk waktu tidak tertentu
yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban
pekerja dan perusahaan. Di
perusahaan perlakuan
terhadap karyawan kontrak
(tidak tetap) berbeda dengan
karyawan tetap. Karyawan
tetap memiliki ikatan hukum
lebih kuat dan jelas sehingga
tidak bisa ikatan hukum
dihentikan  sepihak tanpa
alasan yang jelas. Sementara
itu, karyawan kontrak bisa
sewaktu-waktu  dihentikan
ikatan  hukumnya  tanpa
persetujuan karyawan karena
alasan  subyektif  pihak
perusahaan yang merasa tidak
membutuhkan lagi tenaga
kerja tersebut.

Untuk karyawan
tidak  tetap merupakan
karyawan yang hanya
dipekerjakan ketika
perusahaan membutuhkan
tenaga kerja tambahan saja.
Karyawan tidak tetap
biasanya dapat diberhentikan
sewaktu-waktu oleh
perusahaan ketika perusahaan
sudah tidak membutuhkan
tenaga tambahan lagi. Jika
dibandingkan dengan
karyawan tetap, karyawan
tidak tetap cenderung
memiliki hak yang jauh lebih
sedikit dan juga cenderung
sedikit tidak aman (dalam hal
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kepastian lapangan pekerjaan)
(Hasibuan, 2002: 45).
Menurut Slamet
Saksono (2007: 26-28) tenaga
kerja  kontrak  dibedakan
menjadi pegawai percobaan,
pegawai harian, dan pegawai
bulanan. Pegawai dengan
status  percobaan  secara

yuridis mempunyai
kedudukan  yang  sangat
lemah. Apabila pegawai

tersebut melakukan kesalahan
hubungan kerjanya dengan
pihak perusahaan dengan
mudah  diputuskan  tanpa
syarat  persetujuan  dari
pegawai yang bersangkutan.
Sementara itu, pegawai harian
adalah orang yang bekerja
pada suatu perusahaan dengan
menerima upah berdasarkan
waktu kerja setiap harinya.
Dengan demikian pegawai
dengan status pegawai harian
ini berlaku asas no work no
pay, tidak bekerja tidak ada
upah. Pegawai harian ini
memiliki tingkatan menurut
kekuatan ikatan
pengupahannya yang meliputi
pegawai harian lepas, pegawai
harian sementara, dan
pegawai harian tetap.

Pegawai harian lepas
mempunyai kedudukan
hokum yang sangat lemah
karena ia tidak banyak terikat
oleh peraturan perusahaan,
terutama yang menyangkut
waktu kerja setiap harinya.
Dengan kedudukan hukum
serupa itu, maka pemutusan
hubungan  kerja  dengan
perusahaan  sewaktu-waktu
dapat terjadi tanpa syarat.
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Untuk pegawai harian
sementara mempunyai
mempunyai kedudukan
hukum yang lebih baik dan
pada umumnya pegawai
dengan status ini cenderung
dapat ditingkatkan  status
hukumnya menjadi pegawai
tetap. Sementara itu pegawai
harian tetap  mempunyai
kedudukan hukum lebih kuat
daripada pegawai harian lepas

dan pegawai harian
sementara. Pegawai harian
tetap pada umumnya

mempunyai  masa  Kerja
relative lebih lama daripada
pegawai harian lepas maupun
pegawai hartian sementara.
Keadaan serupa itu dapat
dimengerti, karena pegawai
harian tetap pada umumnya
merupakan peningkatan status
dari pegawai harian lepas.
Sementara  itu  pegawai
bulanan mempunyai kepastian
upah setiap bulannya
walaupun ikatan hukum bisa
diputus oleh pihak pemilik
pekerjaan tanpa persetujuan
pegawai yang bersangkutan.

Kelangsungan
pegawai percobaan, pegawai
harian, dan pegawai bulanan
bergantung dengan keputusan
perusahaan sangat bergantung
dengan keputusan perusahaan
sehingga perlu adanya
pengawasan dari pemerintah
dan aturan yang melindungi
pegawai/karyawan sehingga
mendapatkan  perlindungan
yang lebih baik.

Dalam dunia
ketenagakerjaan selain
karyawan kontrak ada juga
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karyawan out sourcing yang
istilah ini muncul  dari
Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003. Pada Pasal 64
dijelaskan pengaturan
menyerahkan sebagian
pekerjaan kepada perusahaan
lain, atau penyediaan
pekerja/buruh oleh
perusahaan  lain  dengan
ketentuan pekerja/buruh harus
tidak dirugikan akibat dari
setiap  sistem  penyerahan
kerja kepada pihak luar yang
dilakukan oleh perusahaan
utama. Menurut ~ Husni
(2003:177) outsourcing
adalah pemanfaatan tenaga
kerja untuk memproduksi atau
melaksanakan suatu pekerjaan

oleh  suatu  perusahaan,
melalui perusahaan
penyedia/pengerah tenaga
kerja.

Memang dalam
praktiknya banyak
pengusaha/pemberi kerja

yang menjelaskan  secara
terbuka  kepada  pekerja
sebelum ikatan kerja dimulai.
Hal-hal pokok dalam ikatan
kerja seperti upah dan
fasilitas yang diterima pekerja
dibicarakan secara jelas.
Permasalahan justru sering
terjadi  pada  pekerjaan-
pekerjaan  yang dikelola
secara formal yang
memberikan kompensasi
tidak jelas standarnya dan
tidak menjelaskan
kesepakatan kerja yang dibuat
pada awal ikatan kerja itu
terjadi.
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Menurut
Simanjuntak (2011: 65-66)
untuk memulai setiap

pekerjaan, pengusaha dan
pekerja membuat perjanjian
kerja yaitu pengikatan diri
antara pekerja dan pengusaha
bahwa pekerja menyatakan
kesiapan untuk melakukan
pekerjaan dan pengusaha
menyatakan kesediaan untuk
membayar upah dan hak-hak
pekerja lainnya. Perjanjian
kerja itu memuat

1. nama, alamat perusahaan,

dan jenis usaha;

2. nama, jenis kelamin,
umur, dan alamat
pekerja/buruh;

3. jabatan atau jenis
pekerjaan;

4. tempat pekerjaan;

5. besarnya upah dan cara
pembayarannya;

6. syarat syarat kerja yang
memuat hak dan
kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;

7. mulai dan jangka waktu
berlakunya perjanjian
kerja;

8. tempat dan  tanggal
perjanjian kerja dibuat dan
tanda tangan para pihak
yang melakukan
perjanjian kerja.

Untuk  perusahaan
yang dikelola secara resmi,
perlu kesepakatan kerja itu
dituangkan dalam perjanjian
tertulis dan sudah semestinya
melibatkan pihak eksternal
untuk mengawasi pelaksanaan
hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Hal ini penting
agar apabila salah satu pihak
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2. Karyawan

merasa dirugikan bisa
melibatkan pihak eksternal
untuk melakukan mediasi
antara kedua belah pihak.

Sementara itu, untuk
pekerjaan-pekerjaan non-
formal (seperti pekerjaan-
pekerjaan yang bersifat fisik)
kesepakatan itu perlu
disampaikan sebelum
memulai pekerjaan. Dengan
disepakatinya di awal, pekerja
bisa mengetahui hak dan
kewajibannya secara jelas atas
dilakukannya sebuah
pekerjaan tersebut.

Kontrak dan
Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja bersama
adalah sarana untuk memuat dan
menuangkan kesepakatan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha
(pemilik  pekerjaan). Menurut
Kertonegoro (1999: 112)
perjanjian kerja harus terwujud
karena adanya ketulusan dan
itikad baik masing-masing pihak,
baik pengusaha maupun buruh,
karena di dalamnya terdapat hak
dan kewajiban masing-masing.
Oleh karena itu, Kkiranya perlu
perjanjian itu mencerminkaan
keadilan.

Menurut Djumadi (2004:
78) perjanjian Kkerja bersama
dibuat untuk kepentingan pekerja,
pengusaha, dan juga pemerintah
yang bertujuan untuk
a. memperjelas dan

mempertegas hak-hak dan

kewajiban pekerja  dan
pengusaha;
b. memperteguh dan

menciptakan hubungan
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industrial  yang  harmonis
dalam perusahaan;

c. menetapkan secara bersama-
sama Syarat-syarat kerja
keadaan industrial  yang
harmonis dan atau hubungan
ketenagakerjaan yang belum
diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan.

Pendapat di atas
menunjukkan kepada kepentingan
pekerja dan pengusaha bahwa
batasan-batasan pihak-pihak yang
berjanji akan ditentukan dalam
perjanjian tertulis tersebut. Hal ini
dimaksudkan untuk bisa menjadi
pedoman bertindak oleh masing-
masing pihak apabila terjadi
masalah atau salah satu pihak
melanggar perjanjian yang telah
disepakati.

Dalam hubungan
industrial tidak menutup peluang
bagi pekerja atau pengusaha
untuk membawa masalah ke
Pengadilan Hubungan Industrial
(PIH). Namun demikian dalam
tata hubungan industrial forum
pengadilan adalah pilihan terakhir

yang bisa ditempuh setelah
tahapan-tahapan sebelumnya
dilalui dan tidak bisa

menyelesaikan masalah tersebut.
Perlindungan ~ hukum
bagi tenaga kerja merupakan
perwujudan dari usaha untuk
memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Perlindungan terhadap
tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjamin hak-hak dasar pekerja
atau buruh  dan  menjamin
kesamaan, kesempatan, serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas
dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja.
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Perlindungan terhadap
pekerja/buruh menurut Asyhadie
(2007: 78), “dapat dilakukan baik

dengan  jalan memberikan
tuntunan, santunan, maupun
dengan  jalan  meningkatkan
pengakuan hak-hak asasi

manusia, perlindungan fisik dan
sosial ekonomi melalui norma
yang berlaku dalam perusahaan”.
Perlindungan  tenaga  Kkerja
bertujuan ~ untuk  menjamin
berlangsungnya sistem hubungan
kerja secara harmonis tanpa
disertai adanya tekanan dari pihak
yang kuat kepada pihak yang

lemah. Pengusaha wajib
melaksanakan ketentuan
perlindungan  tersebut  sesuai

peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Berbicara masalah
perlindungan hukum bagi tenaga
kerja yang terkait dengan syarat-
syarat kerja, maka hal ini
merupakan masalah yang sangat
kompleks, karena  berkaitan
dengan kesehatan kerja,
keselamatan kerja, upah,
kesejahteraan, dan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Menurut Soepono
(dalam Abdul Khakim, 2001: 22)
disebutkan bahwa perlindungan
tenaga kerja di bagi menjadi tiga
jenis yaitu
a. perlindungan ekonomis, yaitu

perlindungan tenaga Kkerja
dalam bentuk penghasilan
yang cukup, termasuk bila
tenaga kerja tidak mampu
berkerja di luar kehendaknya;
b. perlindungan sosial, yaitu
perlindungan tenaga kerja
dalam bentuk  jaminan
kesehatan kerja dan
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kebebasan berserikat dan
perlindungan  hak  untuk
berorganisasi; dan

c. perlindungan teknis, yaitu

perlindungan tenaga Kkerja
dalam bentuk keamanan dan
keselamatan kerja.

Dari kutipan di atas
idealnya semua tenaga kerja baik
yang terikat dalam jangka waktu
tertentu ataupun yang diangkat
sebagai pegawai tetap tidak ada
perbedaan  perlakuan  untuk
mendapatkan perlindungan yang
memadai, mendapatkan jaminan
kesehatan, serta fasilitas
keamanan dan keselamatan kerja.
Permasalahan terjadi ketika salah
satu pihak tidak  menepati
perjanjian dan  ikatan Kkerja.
Ketidaksepakatan itu bisa
menyangkut penghentian pekerja
yang tidak sesuai kesepakatan,
kompensasi yang tidak seperti
yang disepakati, dan hal-hal lain

karena kepentingan pihak
pengusaha/industri. Dalam
keadaan seperti ini  pekerja

kontrak yang akan menaggung
semuanya pada hal pekerja itu
harus terus melanjutkan hidup dan
menanggung keluarga.

Penyelesaian Sengketa
Karyawan Kontrak
Peraturan  perundang-

undangan yang secara khusus
mengatur perselisihan hubungan
industrial yaitu Undang-Undang
Nomor 2 Tahum 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (UU PPHI).

Undang-undang ini  menjadi
sebuah hukum acara dalam
penyelesaian perselisihan

hubungan industrial melalui jalur
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hukum baik litigasi (pengadilan)
maupun non-litigasi  (di luar
pengadilan). UU ini  hanya
mengatur mengenai perselisihan
hubungan industrial. Perselisihan

yang tergolong ke dalam
perselisinan industrial adalah
perselisihan antara pihak

pengusaha dengan pihak buruh
baik  secara  sendiri-sendiri
maupun gabungan. uu
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial juga secara
khusus  membagi  jenis-jenis
perselisinan hubungan industrial
menjadi:

a. perselisihan hak;

b. perselisihan kepentingan;

c. perselisihan pemutusan
hubungan kerja;
d. perselisihan antar  serikat

pekerja/serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan.

uu PPHI juga
mengenal  adanya  alternatif
penyelesaian sengketa. UU PPHI
memberikan peluang agar
penyelesaian perselisihan
industrial dilakukan di luar jalur
pengadilan (non-litigasi).
Penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui jalur
non litigasi diatur dalam bab
tersendiri.

Pekerja yang dikenakan
pemutusan hubungan kerja dapat
mengajukan gugatan ke
pengadilan hubungan industrial
apabila tidak menerima
pemutusan  hubungan  kerja
tersebut. Gugatan oleh buruh atas
pemutusan hubungan kerja hanya
dapat diajukan satu tahun sejak
diterimanya atau
diberitahukannya keputusan dari
pihak pengusaha. Pembuatan
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surat gugatan dalam sengketa
perdata di pengadilan harus
dilakukan secara jelas dan teliti.
Surat gugatan harus memiliki
formulasi surat gugatan yang baik
sehingga tidak berakibat pada
tidak diterimanya gugatan. Oleh
karena itu, gugatan ke pengadilan
hubungan industrial memerlukan
bantuan pengacara. Formulasi
surat gugatan yang memenuhi
syarat formil adalah perumusan
(formulation) surat gugatan yang
dianggap memenuhi syarat formil
menurut ketentuan hukum dan
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Kondisi dan persyaratan
inilah yang membuat pekerja
tidak memiliki posisi tawar yang
seimbang menghadapi situasi
berkaitan dengan masalah
perjanjian kerja yang sedang
dialaminya. Kecenderungan yang
terjadi seorang pekerja akan
menerima segala keputusan dari
pengusaha daripada melakukan
keberatan atau perlawanan tetapi
tidak memiliki modal
pengetahuan dan modal material
yang cukup.

Selain  melalui jalur
hukum, ada beberapa cara
menyelesaikan permasalahan
antara pekerja kontrak dengan
pengusaha. Cara pertama adalah
musyawarah untuk mencapai
mufakat antarpihak. Jalan terbaik
dan termurah bagi pekerja adalah
penyelesaian di luar forum
pengadilan dengan musyawarah
antara pekerja dan pengusaha.
Pada awalnya setiap penyelesaian
industrial diselesaikan melalui
musyawarah untuk mufakat oleh
para pihak yang berselisih sendiri
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atau disebut mekanisme bipartit.
Penyelesaian bipartit dilakukan
agar perselisihan dapat
dilaksanakan secara
kekeluargaan, yang diharapkan
masing-masing  pihak  tidak
merasa ada yang dikalahkan atau
dimenangkan dengan
mengedepankan solusi terbaik
antara pekerja dan pengusaha
walaupun masalah ini tidak
mudah.

Cara yang kedua dengan
menggunakan jalur mediasi. Pada
dasarnya penyelesaian hubungan
industrial melalui mediasi adalah
wajib, manakala para pihak tidak
memilih  penyelesaian melalui
pengadilan hubungan industrial.
Proses mediasi dilakukan setelah
instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan
menawarkan kepada pihak-pihak
yang berselisih.

Apabila dengan melalui
mediasi tidak mencapai
kesepakatan, bisa menempuh cara
yang ketiga yaitu penyelesaian
perselisinan hubungan industrial
melalui musyawarah  yang
ditengahi oleh seorang atau lebih
konsiliator yang netral. Prosedur
konsiliasi tidak berbeda dengan
mediasi, Yyaitu menyelesaikan
perselisinan di luar pengadilan
untuk tercapainya kesepakatan,
menyangkut perselisihan
kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, atau
perselisihan antar-serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan  oleh  konsiliator.
Konsiliator yaitu seorang atau
lebih yang diberikan kewenangan
untuk menyelesaikan perselisihan
industrial yang wajib memberikan
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anjuran tertulis kepada para pihak
yang berselisih. Berbeda dengan
mediator, seorang konsiliator
bukan berstatus sebagai pegawai
pemerintah.  Setelah  melalui
ketiga cara tersebut ternyata tidak

bisa memecahkan persoalan
antara pekerja dengan
pengusaha/industri cara ditempuh
terakhir melalui peradilan

hubungan industrial yang tentu
saja prosedurnya tidak sederhana
dan membutuhkan waktu
penyelesaian perkara yang lama.

. Kesimpulan

Pegawai dengan status
kontrak kepastian akan
keberlanjutan masa  depan
pekerjaan sangat lemah.
Pengusaha akan memperpanjang
kontrak  kerja  atau  tidak
bergantung pada  kebutuhan

perusahaan atau kepentingan
pengusaha. Sebagai buruh dengan
status kontrak tentu saja berada di
posisi yang lemah dan mengikuti
keputusan perusahaan. Apabila
buruh merasa dirugikan atas
diputusnya hubungan kerja secara
sepihak, buruh tidak memiliki
kemampuan yang cukup untuk
membela diri.

Ada tiga cara yang bisa
ditempuh untuk menyelesaikan
problem perjanjian kerja pegawai

kontrak ini. Pertama dengan
musyawarah  antara  pekerja
dengan pengusaha untuk

menemukan permufakatan yang
saling bisa diterima, yang kedua
dengan mediasi yang diwakili
oleh instansi yang membidangi
ketenagakerjaan, dan yang ketiga
dengan proses konsiliasi.
Konsiliatornya yaitu seorang atau
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lebih yang diberikan kewenangan
untuk menyelesaikan perselisihan
industrial yang wajib memberikan
anjuran tertulis kepada para pihak
yang berselisih.

Sangat mungkin ketiga
cara di atas tidak bisa
menyelesaikan persoalan antara
pekerja dan pengusaha maka cara
terakhir ~ ditempuh melalui
peradilan hubungan industrial
yang tentu saja prosedurnya tidak
sederhana dan membutuhkan
waktu penyelesaian perkara yang
lama. Prosedur ini biasanya
memerlukan bantuan pihak ketiga
(pengacara) agar pengurusan dan
persyaratannya  bisa  sesuai
dengan persyaratan di pengadilan.
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